S0P Péngujian Konsekuensi informasi Publik

Pelaksana Mutw Baku
]
Aktivitas PPDI Peranghat FRID : Tim Pertimbangan Fialangiosas Wialtu Output Keterangan
1 PPID Perangiat Daerah/UPD melakukan 1. Surat Permohonan Pada haridan |1, Berkas permohanan SOP Surat Masuk
kajian atas informasifdokumen yang informasi jam kerja informas
diminta oleh pemaohon informasi dan ( 'J 2. Berkas/dokumen 2. Hasil kajian fusulan
belum termasuk dalam Daftar informasi kebengkapan permohonan dafftar informasi yang
Publik [DIP] dan menyampaikan hasil kajian sengheta informasi dikeualiian
3. Regulasi keterbukaan
infamasi
2 Menginwentarisas? seluruh hasil kajian 1. Hasil kajizn/usulan daftar Pada hari dan |1, Nota Dinas SOF Rapat
informasti/dokumen yang diusulian oleh infarmasi yang dikecualikan jarm berja 2. Berita acara Klasifikasi
PPID Perangiat Daerah/UPD dan tidak y 2. Dasar hukum pengecualian informasi pubdik
termasuk dalam DIP kemudian menghkaji P - L] Informasi Publik
informasi/dokumen tersebut bersama-sama 3. Matrik uji konsekuensi
PPID Perangkat Daerab/UPD dengan
menyampaikan hasil kajian kepada tim
|pertimbangan
3. Memberikan pertimbangan terhadap Berita acara klasifikasi Pada hari dan  |Hasil Pertimbangan SOP Rapat
Infermasi/dokwmen yang dimaksud 4 informasi publik jam kerja tentang informasi yang
berdasarican undang-undang serta dikecualikan
kepatutan dan kepentingan umum kepada
PPID Prowinsi
4, Menetapkan klasifikast informasi yang 1. Berita acara klasifikasi Pada hari dan  |Surat keputusan
dikecualikan apabia informasi yang informasi publik jam kerja |Kiasifikasi informasi
dimaksud termasuk informasi tersebut 2. Hasil pertimbangan tentang vang dikecualikan
kedalam DIP apabila informasi tersebut B infarmasi yang dikecualikan
termasuk dalam informasi publik 3. Perbal keputusan klasifikasi
berdasarcan masukan dari tm informasi yang dikecualikan
pertimbangan
5. PPID Perangkat Daerah/UPD menerima Surat keputusan klasifikasi Pada hari dan | Tanda terima Arsip S0P Surat Keluar
hasil penitapan klasifikasi informas] yang informasi yang dikecualikan jam kerja
dikecualikan dan menjadikan acuan/dasar
hukurn dalam menerima atau menolak
Permohonan infarmasi publik




